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ABSTRAK  

Silvani Nurhaliza, (2022) :  Penegakan Hukum Terhadap Peredaran 

Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan 

Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah  

 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang retribusi izin usaha 

perdagangan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru, yang berbunyi dilarang 

memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol didaerah 

kecuali atas izin tertulis dari walikota. Namun kenyataan yang ada dilapangan 

masih banyak pedagang minuman keras yang berjualan disembarang tempat dan 

bahkan tanpa mengantongi SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 

Beralkohol). 

Dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang muncul dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman 

keras oleh Kepolisan Sektor Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2006, apa saja faktor penghambat penegakan hukum 

terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota 

Pekanbaru, penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian 

Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Tujuan penelitian 

ini agar tidak ada lagi pedagang minuman keras disembarang tempat, jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode 

pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Dalam melakukan penegakan 

peredaran minuman keras kepolisian melakukan penangkapan atau razia, 

penyitaan barang bukti dan pelaku diamankan, penjatuhan sanksi terhadap pelaku, 

dan pemusnahan barang bukti, menurut perspektif siyasah kepolisian sudah 

mengawasi peredaran minuman keras dibuktikan dengan adanya razia. 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peredaran Minuman Keras, Fiqh Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah negara 

yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat) dalam arti negara pengurus 

(Verzorgingsstat). Negara memiliki tugas untuk mewujudkan kedamaian yang 

dicerminkan oleh pembentukan suatu hukum, oleh karenanya pembentukan 

suatu hukum dalam bentuk peraturan perudangan-undangan menjadi sangat 

penting dan tak mungkin lagi dihindarkan untuk mengatur kesejahteraan rakyat 

dalam berbagai bidang.
1
 

Peraturan yang telah dibuat harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap 

kalangan masyarakat. Setiap peraturan yang dilanggar mempunyai sanksi 

sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum yang berlaku. 

Peraturan Daerah (Perda) adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan 

perundangan, yang mengatur urusan otonomi daerah untuk menciptakan 

kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi 

dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah yang 

ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD).
2
 

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sejalan dengan hierarki 

perundangan-undangan yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 

                                                             
1
Hamid S. Attamimi, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet. ke-

2, h.1   
2
Deddy mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi 

Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik, (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2016), cet. ke-2, h.11   
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Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak boleh undang-

undang terbawah dibuat tanpa merujuk dari peraturan yang ada diatasnya. 

Permasalahan di lapangan masih banyak yang belum jelas tata pelaksanaannya, 

khususnya dalam permasalahan sosial yang menjadi perhatian lebih yaitu 

peredaran minuman keras. Minuman keras diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 yang berisi regulasi penggolongan 

minuman keras yang dapat diperjualbelikan, walaupun peraturan Perdagangan 

tersebut tidak secara langsung menjelaskan bahwa minuman keras itu legal 

tetapi dengan diaturnya minuman keras untuk diperjualbelikan minuman keras 

bisa didapatkan masyarakat dengan syarat tertentu.
3
 

Mengingat semakin banyaknya perdagangan minuman keras yang 

diperjualbelikan  disembarang tempat salah satunya adalah pedagang keliling 

gerobak motor, sebagai contoh adanya penyalahgunaan pemakaian minuman 

beralkohol atau minuman keras oleh si pembeli terutama anak dan remaja yang 

loss kontrol dari pihak keluarga mereka (broken familly). 

Adanya larangan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan 

dan menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, seimbang sesuai 

dengan nilai-nilai moral dan agama. 

Praktek penyalahgunaan minuman keras di Indonesia sudah sangat 

banyak dan luas sekali penyebarannya, terutama sangat terikat dengan 

lemahnya aparat penegak hukum, aparat belum sepenuhnya mampu bertindak 

dalam menangani perdagangan peredaran minuman keras, diantara faktor yang 

                                                             
3
 Tika Hikmawati, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 

2015 Pasal 7 tentang Larangan Minuman Keras ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi: UIN 

Sunan Gunung Djati, 2019), h. 2 
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menjadi penghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras 

ialah karena masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin untuk 

menjual minuman keras (alkohol) dan sanksi yang masih lemah. 

Larangan minuman keras atau minuman yang beralkohol karena 

sejatinya minuman keras sangat merugikan kesehatan, merusak mental 

peminumnya, bertentangan dengan norma-norma agama dan susila, 

mengancam kehidupan generasi penerus bangsa serta dapat mengganggu 

keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru yang kental dengan adat 

melayu. 

  Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh penegak hukum (kepolisian) 

karena ini merupakan tugas dan tanggungjawab utama mereka dalam 

memberantas tindak kejahatan dan penyimpangan sosial di negeri ini. Adapun 

peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur 

dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (UU KNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, (3) 

Memberikan Perlindungan.
4
 

Sebagai negeri yang dijuluki dengan Bumi Lancang Kuning Kota 

Bertuah, yang mana masyarakatnya sangat memegang teguh nilai-nilai adat 

sehingga kita sudah seharusnya peduli terhadap situasi dan kondisi yang dapat 

merusak tatanan lingkungan masyarakat. 

                                                             
4

Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur  

Organisasi Negara Republik Indonesia”, Lex Crimen, Vol.I No.4 Oktober-November 2012, h. 4 
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Untuk mengatasi masalah peredaran minuman keras perlu adanya 

ketegasan hukum dan penerapan hukum bagi pelaku peredaran minuman keras 

serta memerlukan manajemen yang efektif dilihat dari kenyataan yang semakin 

banyaknya tempat-tempat yang dijadikan sebagai jalan masuk untuk 

mendapatkan minuman keras oleh karena itu masyarakat harus cenderung takut 

mendapatkan sanksi apabila hukum tersebut tidak dipatuhi, maka harus ada 

cara atau usaha aparat pemerintah untuk menumbuhkan peranan warga 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. 

Kehidupan dalam satu negara tidak dapat berjalan normal tanpa 

keberadaan polisi. Negara berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak 

demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan.
5
 

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006 pasal 2 

ayat 1 yang mengatur tentang retribusi izin usaha perdagangan minuman 

beralkohol di Kota Pekanbaru, yang berbunyi dilarang memasukkan, 

menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol didaerah kecuali atas izin 

tertulis dari walikota.
6
 

Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintahan mengenai aspek 

pengaturan dan perundang-undangan yang menurut pengaturan siyasah adalah 

siyasah dusturiyah, yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, 

mengawasi, serta mengelola suatu negara dalam aspek pengaturan dan 

                                                             
5
M. Khoidin Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, (Yogyakarta: Laksbang, 2007), cet. 

ke-4, h. 51 
6
Astrid Purba, “Implementasi Peraturan Daerah No.14 Tahun 2006 tentang Retribusi 

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru”,  (Disertasi: Universitas Riau, 

2016), h. 30 
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perundang-undangan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-

kebijakan yang mengacu terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah yang dikemas dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memenuhi 

hajat orang banyak.
7
  

Sebuah contoh kasus peredaran minuman keras yang terjadi di wilayah 

Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Maraknya penjualan minuman keras 

dan oplosan di Pekanbaru membuat masyarakat resah. Kepolisian Sektor 

Tampan Kota Pekanbaru melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) 

menyisir sejumlah warung dan toko yang kerap menjual minuman keras. 

Hasil operasi yang digelar Sabtu (13/12) di jalan HR Subrantas, 

Kecamatan Tuah Madani ditemukan puluhan botol minuman keras berbagai 

merek yang dijual di warung kaki lima. “minuman keras dengan berbagai merek 

sebanyak 96 botol, dengan rincian merek anggur merah dan merek orang tua 

sebanyak 50 botol, mansion putih 17 botol, whisky mansion house 14 botol, 

newport 5 botol dan countreu 5 botol,” ujar Kanit Reskrim Kepolisian Sektor 

Tampan. Sebanyak 96 botol yang diduga tidak memiliki izin resmi penjualan ini 

disita dari toko Intan di jalan HR Subrantas. Namun, aparat masih menangkap 

Toko Intan. “ini baru awal, nanti kita lakukan penyisiran lagi di sejumlah 

lokasi.” Jelas Herman. Di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat karaoke 

keluarga, seperti Family Box yang disinyalir menjual minuman keras. Terkait 

itu, Kepolisian Sektor Tampan belum melakukan razia di tempat tersebut. 

                                                             
7
Mujar Ibnu Syarif dan Khamami, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Erlangga, 2008), cet. ke-1, h. 

17  
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“belum kesana kita melakukan nya secara bertahap, nantinya jika ada petunjuk 

akan kita lakukan razia,” tandasnya.
8
 

Pengertian khamr cenderung mengarah kepada jenis minuman yang 

sifatnya memabukkan, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 

meskipun minuman tersebut tidak mengandung alkohol namun dapat 

menyebabkan mabuk maka minuman tersebut tergolong khamr. Minuman 

beralkohol dapat menyebabkan mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah yang 

terlalu banyak.
9
 

Minuman keras berdasarkan kadar alkohol dibagi tiga golongan, 

diantaranya:  

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan 

kadar etanol 1 % sampai dengan 5%, contohnya berbagai macam jenis bir. 

2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan 

kadar etanol 5% sampai dengan 20%, contohnya Martini, Port, Anggur. 

3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan 

kadar etanol 20% sampai dengan 55%, contohnya Wishky, Vodka, 

Brendy.
10

 

 

                                                             
8
Abdullah Sani, “Dirazia warung kaki lima di Pekanbaru kedapatan jualan miras”, artikel 

dari https://m.merdeka.com/peristiwa/dirazia-warung-kaki-lima-di-pekanbaru-kedapatan-jualan-

miras.html. Diakses pada 8 Juni 2022  
9
AR. Gayo, Buku Pintar Kesehatan (Jakarta: Mawar Gempita, 2014), cet. ke-2, h. 147 

10
Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), cet. ke-1, h. 75  

https://m.merdeka.com/peristiwa/dirazia-warung-kaki-lima-di-pekanbaru-kedapatan-jualan-miras.html
https://m.merdeka.com/peristiwa/dirazia-warung-kaki-lima-di-pekanbaru-kedapatan-jualan-miras.html


7 

 

 

Peraturan mengenai minuman keras tidak hanya terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan saja melainkan sudah jelas ditulis didalam al-Qur`an 

bahwa minuman keras itu dilarang (haram) dan juga sudah dipaparkan 

dibeberapa hadist mengenai larangan meminum minuman keras (beralkohol). 

Dalam syari`ah Islam minuman keras atau yang dikenal dalam hukum 

Islam dengan istilah Khamar merupakan minuman yang dilarang oleh Agama,  

melalui beberapa firman Allah SWT, sebagai berikut: 

ًْصَابُ وَالْْسَْلََمُ رِجْسٌ هِيْ عَوَلِ ياَ أيُّها ال   ذِيْيَ آهٌَىُْا إًِ وَا الْخَوْزُوَالْوَيْسِزُوَالَْْ

يْطاَىِ فاَجْتٌَثِىٍُُْ لعََل كُنْ تفُْلحُِىْىَ   الش 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 

(Q.S al-Ma`idah [5]: 90
11

 

Sebagai sumber pokok ajaran islam, pada hakikatnya al-Qur’an secara 

tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan 

jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh 

al-Qur’an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide 

dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang 

membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).
12

 

                                                             
11

Kementerian Agama RI, al-Qur`an Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode: The Holy 

Qur`an al-Fatih, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), cet. ke-3, h. 123 
12

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008), cet. ke-1, h. 

13 
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Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, 

apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan 

kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 

mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
13

 

Objek kajian dari fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan 

antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara 

dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga 

negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan 

yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari 

permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian 

pada aspek pengaturan.
14

 

Keterlibatan pihak pemerintah diharapkan sanggup dalam terlaksananya 

peraturan tersebut dengan baik, hal ini sebagai kontrol sosial (social control) 

terhadap pelaksanaan peraturan tentang peredaran minuman keras tersebut 

sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang menyimpang dari aturan yang 

menjadi rujukan para pihak selaku pelaksana, perlu kiranya dikaji lebih 

mendalam dalam teori fiqih siyasah dusturiyah. Karena fiqh siyasah dusturiyah 

digunakan bukan hanya mengkaji bagaimana hubungan antara 

imam/pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya tetapi juga bagaimana 

pelaksanaan peraturan tersebut diatur. 

                                                             
13

Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: 

UI.Press, 1990), cet. ke-2, h. 2-3 
14

A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), cet. ke-4, h. 

29  
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Sehingga apabila digambarkan lebih spesifik maka penelitian ini 

diadasarkan pada kontruksi sebuah pengaturan yang meliputi sumber aturan, 

subjek pengaturan, dasar hukum, faktor pembentuk dan peraturan yang 

dihasilkan. 

Secara umum sumber aturan merupakan segala sesuatu yang dapat 

menjadi acuan ditemukannya aturan hukum atau memicu timbulnya suatu 

aturan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie sumber hukum lebih merujuk 

kepada pengertian tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu 

berasal. 

Diperjelas kembali dengan kaidah fiqh Siyasah tentang asal mula 

perintah untuk mewajibkan sesuatu, yaitu sebagai berikut: 

 ألَْصٌْلُ فًِ اْلْهَْزِ للِْىُجُىْبِ 

Artinya: Asal dari perintah itu wajib. 

عِي حِ هٌَىُطٌ تاِلْـوَصْلحََحِ   الت صَزَفُّ عَلًَ الز 

Artinya: Pengaturan rakyat tergantung pada kemashlahatan.
15

 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi 

yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN 

MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN KOTA 

PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”  

 

 

                                                             
15

M. Iqbal,  Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2014),  cet. ke-1, h. 18 
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B. Batasan Masalah 

Agar permasalahan ini tidak meluas maka perlu rasanya untuk membatasi 

masalah yaitu Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh 

Kepolisian Sektor Tampan khusus Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru 

Tahun 2021 dan pelaksanaan penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor 

Tampan Kota Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman 

Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berd asarkan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006? 

2. Apa Saja Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peredaran 

Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru? 

3. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh 

Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh Siyasah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dalam 

permasalahan yang akan diteliti (tujuan objektif) dan juga guna memenuhi 

kebutuhan perorangan (tujuan subjektif) yaitu sebagai berikut: 
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a) Tujuan Objektif: 

1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap 

Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota 

Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 

Tahun 2006. 

2) Untuk mengetahui faktor penghambat Penegakan Hukum Terhadap 

Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota 

Pekanbaru. 

3) Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minumn 

Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah. 

b) Tujuan Subjektif: 

1) Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai 

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras oleh 

Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah. 

2) Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

guna sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk melengkapi gelar 

sarjana (S1) dalam bidang hukum. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan-bahan 

informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian di 

bidang hukum lainnya. 

2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah dan memberikan 

pemikiran atau landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dibidang hukum, khususnya dalam Penegakan Hukum Terhadap 

Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota 

Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh Siyasah. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

bacaan, bahan pemikiran dan sumber informasi atau pun sebagai 

bahan kajian. 

E. Kerangka Teoritis 

1. Teori Penanggulangan Kejahatan  

a) Tindakan Pre-Emtif  

Tindakan Pre-Emtif adalah tindakan pertama yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana. Usaha 

yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan secara pre-emtif adalah 
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menanamkan dalam diri norma atau nilai yang baik sehingga norma-

norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 

peluang untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada niatnya untuk 

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi. Jadi dalam usaha preemtif 

faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
16

 

b) Tindakan Preventif  

Tindakan preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif 

yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Pada 

dasarnya perilaku ini merupakan suatu pencegahan sebelum seseorang 

melakukan perbuatan menyimpang. Jadi jika dihubungkan antara tindakan 

represif dengan tindakan preventif yang lebih diutamakan adalah tindakan 

preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta 

bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, 

lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika 

sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. 

c) Tindakan Represif  

Tindakan represif ini adalah tindakan berupa pemberian saksi atau 

hukuman ketika seseorang melakukan pelanggaran. Tindakan represif 

pada dasarnya merupakan pencegahan setelah terjadi pelanggaran. 

 

 

 

                                                             
16

A.S Alam, Pengantar Kriminologi, (Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010), cet. ke-2,  

h.79-80   
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2. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan 

hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan 

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan 

hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta 

konsep yang bersifat abstak.
17

 

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. Kejahatan itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari 

perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk 

masyarakat.
18

 

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum (law enforcement) 

dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan 

kegiatan atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, 

baik melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa 

lainnya (alternative disputes or conflicts resolution ).
19

 

 

 

 

                                                             
17

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: 

Sinar Baru, 1984), cet. ke-1, h.24  
18

Soejono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-1, h. 5   
19

M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. ke-1, h.279 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini. Penulis menggunakan 

sistematika bab demi bab, dalam sistematika ini akan dikelompokkan pokok 

bahasan menjadi lima bab. Adapun sistematika yang penulis maksud adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM 

MINUMAN KERAS 

 Pada bab ini penulis memaparkan tentang penegakan hukum, 

pengertian minuman keras, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 14 Tahun 2006, perspektif fiqh siyasah tentang minuman 

keras dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang jenis dan sifat 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik 

analisa data, teknik penulisan dan gambaran umum lokasi 

penelitian 
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BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN 

MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR 

TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF 

FIQH SIYASAH 

 Pada bab ini penulis akan memaparkan pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian 

Sektor Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2006, faktor penghambat penegakan hukum 

terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor 

Tampan Kota Pekanbaru dan penegakan hukum terhadap 

peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota 

Pekanbaru dalam perspektif Fiqh Siyasah. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penegakan Hukum  

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum adalah suatu upaya atau proses untuk mewujudkan 

ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan.
20

 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha 

untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan 

menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan 

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
21

 

Penegakan hukum sebagai pelindungan terhadap kebutuhan manusia. 

Agar kebutuhan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. 

Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai tetapi juga sering 

terjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang dilanggar harus 

ditegakkan dan bagi yang melanggar diberi hukuman.
22

 

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan 

hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau 

                                                             
20

Dellyna Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), cet. ke-1, h.32 
21

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : 

Rajawali, 1983), cet. ke-1,  h.24.   
22

Ibid, h. 28  
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aturan yang mengatur, perilaku manusia dan perilaku dalam kehidupan 

bermasyarakat, serta sikap yang menjadi penilaian guna menciptakan, 

memelihara, serta mempertahankan kesejahteraan dengan tujuan agar 

mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam 

masyarakat.
23

 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut memiliki arti yang 

netral sehingga dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif 

sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri. Faktor-faktor yang dimaksud adalah 

sebagai berikut :
24

 

a. Faktor hukum 

  Secara umum kosep hukum adalah kumpulan peraturan, kaidah norma yang 

dijadikan patokan oleh masyarakat dalam menciptakan ketertiban serta 

ketentraman. 

b. Faktor penegak hukum 

  Penegak hukum adalah orang yang secara langsung maupun tidak langsung 

yang mengemban kewajiban di bidang-bidang kepolisian, kejaksaan, 

kehakiman maupun kemasyarakatan. Penegak hukum memiliki peranan 

serta kedudukan tersendiri. Secara sosiologis, kedudukan merupakan suatu 

posisi tertentu dalam kemasyarakatan. Umumnya kedudukan merupakan 

wadah yang berisi hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban 

tersebut adalah sebuah peranan. 

                                                             
23

Ibid, 32  
24

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2008), cet. ke-1-8, h.7   
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2. Peran Penegak Hukum 

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan 

bagian dari konsep struktur hukum. Istilah penegak hukum cukup luas yaitu 

mereka yang bertugas pada lembaga sebagai komponen sistem peradilan 

pidana, namun dalam penegakan hukum penjualan dan pengedaran 

minuman keras hanya terbatas pada pihak-pihak yang bertugas di bidang 

kepolisian dan pemasyarakatan. Mereka termasuk kalangan yang secara 

langsung terlibat dalam penegakan hukum. 

Polisi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan suasana yang 

aman dan tertib, sebagai penegak hukum agar hukum bisa berjalan 

sebagaimana mestinya untuk masyarakat demi tegaknya keadilan hukum. 

Fungsi dan peran penegak hukum itu sendiri yaitu mewujudkan 

keadilan hukum yang didukung oleh perwujudan mekanisme penegakan 

hukumnya yang transparan, berguna untuk menciptakan sistem 

pemerintahan khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan 

berwibawa.
25

 

Para petugas penegak hukum tidak hanya harus memiliki karakteristik 

tersebut secara perorangan, tetapi juga harus bekerja secara kolektif untuk 

memperkuat dan memelihara citra organisasi penegak hukum, sehingga 

menanamkan kepercayaan di dalam masyarakat yang mereka layani dan 

lindungi.
26

  

                                                             
25

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, 

(PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005), cet.  ke-2, h. 70.  
26

C. De Rover, To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, (PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2000), cet. ke-1, h. 165.  
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B. Pengertian Minuman Keras  

Khamar/minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol 

yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan 

dan membahayakan baik jasmani, rohani maupun bagi kepentingan prilaku dan 

cara berpikir kejiwaan, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi 

kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya.
27

 

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan R. I. Nomor: 86/Men. Kes / 

Per / IV / 77, yang di maksud dengan minuman keras adalah : “ Semua jenis 

minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi : Minuman keras 

golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C”. 

a. Minuman Keras Golongan A adalah minuman keras dengan kadar Ethanol 

(C2H5OH) dari 1% sampai 5%, antara lain :
28

  

1) Bintang Baru Bir : Isi 330 ml/botol  

2) Champido Anggur Buas : Isi 290 ml/botol  

3) Green Sand : Isi 296 ml/botol  

4) Sam Miguel : Isi 1000ml/botol  

5) Jinro (Korean Ginseng Wine) : Isi 720 ml/botol  

6) Tiger Lager Beer : Isi 64ml/botol  

7) Anker Bir : Isi 330 ml/botol 

8) Heineken Bier :Isi 330 ml/botol  

9) Wolf (Giness Foregn Extras Stout) : Isi 330 cc/botol  

                                                             
27

M. Wresnimiro dkk, Masalah Narkotika, psikotropika dan Obat-obat berbahaya, 

(Jakarta: Bina Darma Pemuda Printing, 1999), cet. ke-1, h. 214 
28

Ibid, h. 216 
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10) Baby Beer : Isi 100 ml/botol
29

 

b. Minuman Keras Golongan B adalah minuman keras dengan kadar ethonal 

lebih dari 5% dengan 20%, antara lain :  

1) Anggur Malaga : Isi 350 cc/botol  

2) Anggur Koleson cap 39 : Isi 600 l/botol  

3)  Whisky (Asoka pelikan) : Isi 1000 cc/botol  

4) Kucing anggur ketan hitam : Isi 650 cc/botol  

5) Lengkeng port Intisari : Isi 750 cc/botol  

6) 5 klosen (anggur beras kencur) : Isi 650 ml/botol  

7)  Mohoni (Anggur) : Isi 300 cc/botol  

8) Malaga : Isi 650 cc/botol  

9) Mc. Donald (arak koleson) :Isi 650 ml/botol  

10)  Orang Tua Anggur : Isi 620 ml/botol
30

 

c. Minuman Keras Golongan C adalah minuman keras dengan kadar ethanol 

lebih dari 20% sampai dengan 55%, antara lain :  

1) Kuda Mas (Brendi) : Isi 620 cc/botol  

2)  Kuda Pacu Jenever : Isi 600 cc/botol  

3) Mansion House (Brendy PSOP) : Isi 720 ml/botol 

4) Mc. Donald (Brandy) : Isi 650 ml/botol  

5) Orang Tua Arak : Isi 620 ml/botol  

6) Scotch Brandy : Isi 620 cc/botol  

7) Sea Hors (Brandy) :Isi 725 cc/botol  

                                                             
29

Ibid, h. 220 
30

Ibid, h. 222 
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8) Stevenson (Brandy) : Isi 600 ml/botol  

9) T.K.W. Brandy : Isi 325 cc/botol  

10) Wincarno Anggur : Isi 640 cc/botol.
31

 

 

Sedangkan Pengertian Khamar (minuman keras) menurut Perspektif 

Islam adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa 

kadar alkohol di dalamnya. Islam mengharamkan khamar atau minuman keras 

itu karena dapat merusak akal, larangan ini tertuju pada setiap minuman keras 

yang potensial dapat memabukkan dan biasanya memang digunakan untuk 

mabuk-mabukkan.
32

 

Syari`at Islam pada dasarnya melarang umat manusia untuk 

mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Sebagaimana firman 

Allah Swt; 

ًْتنُْ سُكَارٰي لٰىجَ وَاَ  يٰٰٓايَُّهاَ ال ذِيْيَ اٰهٌَىُْا لََ تقَْزَتىُا الص 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, 

sedang kamu dalam keadaan mabuk” (Q.S. al-Nisa [4]: 43)
33

 

Khamar dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama 

bagi segala yang memabukkan. Minuman Khamar menurut bahasa al-Qur`an 

adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui 

proses begitu rupa sehingga mencapai kadar minuman yang memabukkan. 

                                                             
31

Ibid, h. 224 
32

Muhammad Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 

cet. ke-1, h. 59  
33
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Pengertian ini diterapkan berdasarkan hadits Rasulullah saw yang berbunyi 

sebagai berikut : 

“Dari ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda setiap yang 

memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. 

(Riwayat Muslim)”.
34

 

Adapun pengertian atau  arti khamr lainnya yaitu sebagai berikut: 

1) Menurut Ibnu Sayyidah khamr yang hakiki adalah yang hanya terbuat dari 

anggur, sedangkan apabila terbuat dari bahan lain maka itu hanya tiruan 

saja.
35

 

2) Menurut Imam Abu Hanifah khamr adalah minuman yang diperoleh dari 

perasan buah anggur. Hukum meminum khamr adalah haram, baik itu 

sedikit ataupun banyak.
36

 

3) R.Soesilo mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang 

mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan. 

Maksud dari minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan 

sebagai minuman kesenangan adalah biasanya digunakan oleh para pecandu 

alkohol mengkonsumsi minuman alkohol dengan alasan untuk 

menghilangkan stres dan penawar masalah.
37
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4) Menurut Imam Syafi'I, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal minuman yang 

memabukkan hukumnya sama, baik yang disebut miras atau khamr ataupun 

yang bukan.
38

 

Definisi jarimah meminum khamar juga terdapat dalam ayat yang 

terakhir diturunkan terkait larangan mengkomsumsi minuman khamar. 

ًْصَابُ وَالْْسَْلََمُ رِجْسٌ هِيْ عَوَلِ  ياَ أيُّها ال ذِيْيَ آهٌَىُْا إًِ وَا الْخَوْزُوَالْوَيْسِزُوَالَْْ

يْطاَىِ  فاَجْتٌَثِىٍُُْ لعََل كُنْ تفُْلحُِىْىَ الش   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 

(Q.S al-Maidah [5]: 90)
39

 

C. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2006 tentang Larangan 

Peredaran Minuman Keras 

Secara sadar maupun tidak kehidupan masyarakat sudah di atur oleh 

nilai-nilai yang menjadi pola atau variabel kehidupan yang ditaati atau dipatuhi 

serta bagi yang melanggarnya akan menerima sanksi.
40

 

Mengonsumsi minuman keras bukan tanpa alasan bagi individu karena 

berakibat kepada perilaku yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku.  
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Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006 pasal 2 

ayat 1 yang mengatur tentang retribusi izin usaha perdagangan minuman 

beralkohol di Kota Pekanbaru, yang berbunyi dilarang memasukkan, 

menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol didaerah kecuali atas izin 

tertulis dari walikota.
41

 

Itu artinya penjual minuman keras tidak mempedulikan siapa dan berapa 

umur konsumen yang membeli minuman keras kepadanya. Bahkan saat sudah 

tahu bahwa yang membeli itu adalah anak-anak yang masih dibawah umur 

mereka tidak peduli yang penting jualan minuman kerasnya laku dan habis. 

D. Perspektif Fiqh Siyasah tentang Minuman Keras 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata 

bahasa arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Secara etimologi atau bahasa 

fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara istilah adalah pengetahuan 

tentang hukum syari`i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil 

tafshili atau terinci, yakni hukum khusus yang diambil dari al-Qur`an dan 

as-Sunnah, jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang 

bersumber dari al-Qur`an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid 

melalui jalan penalaran dan ijtihad. 

Kata siyasah berasal dari kata sasa, kata ini dalam kamus lisan al-Arab 

artinya mengatur, mengurus serta memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa 

berarti mengurus, mengatur, memerintah, memimpin, serta membuat 
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kebijakan pemerintah dan politik. Secara terminologis dalam kata lisan al-

Arab yang dimaksud siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu 

dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. 

2. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah aalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas 

masalah tentang perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas 

antara lain konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu Siyasah 

Dusturiyah ini juga membahas konsep negara hukum dan hubungan timbal 

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga negara yang 

wajib dilindungi.
42

 

3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang yang sangat luas dalam 

kehidupan dan juga termasuk kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan 

persoalan siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: 

pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur`an maupun hadis, 

maqosidusy syar`iyyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat yang tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan pada 

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator 

dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan yang fleksibel dapat berubah 
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sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para 

ulama, meskipun tidak seluruhnya dapat diubah.
43

 

a. Bidang siyasah tasyri`iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, 

perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di 

dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, 

Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya  

b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai`ah, wizarah, waliy al-Ahadi, dan lain-lain. 

c. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian.
44

 

4. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 

Adapun beberapa dasar hukum siyasah dusturyah sebagai berikut:  

a. Al-Qur’an  

Al-Qur`an, adalah sumber pokok aturan dalam agama Islam yang 

utama dan dijadikan dasar memutuskan suatu hukum. al-Qur’an 

merupakan kalam Allah yang berisi firman Allah dalam bermacam-

macam bentuk hukum yang ada di dalamnya. Karena al-Qur’an diyakini 

berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim 

harus mengakui al-Qur’an sebagai pondasi segala macam superstruktur 

Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al- 
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Qur’an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam 

menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur’an tidak pernah 

mengalami kondisi dan perubahan apapun walau terjadi perkembangan 

zaman.
45

 

b. Sunnah  

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang 

membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima oleh masyarakat 

yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. 

Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang 

yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari 

generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang 

meriwayatkan dengan mengecek perawi yang sah.
46

 

c. Ijmak 

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama 

untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat 

dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran 

kalangan ulama dan ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan yang 

mengurusi bidang agama. Apabila didalam musyawarah tersebut ada 

beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas 

peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.
47
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d. Qiyas 

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan 

suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku 

tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara 

bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan 

suatu prinsip umum. Metode qiyas biasanya dipergunakan untuk 

menentukan hukum yang permasalahannya banyak dan kompleks. Qiyas 

biasanya menggunakan dalil al-Qur’an maupun hadist yang sekiranya 

sama dalam segi perbuatan hukum yang dihadapi.
48

 

5. Hukum Pidana Islam tentang Minuman keras 

Hukum Pidana Islam yang dimuat pada Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana tentang minman keras dapat dikelompokkan menjadi dua macam, 

yaitu:   

a. Hudud 

Hukum Pidana Hudud (Jarimah Hudud) adalah suatu jarimah yang 

mana bentuknya dan jumlahnya telah ditentukan oleh syarak, baik 

melalui al-Qur`an maupun hadist.
49

 

(Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya) Mengingat 

hudud ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka 

maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, 

dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan berijtihad 
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untuk menetapkan “apakah tindak pidana itu benar telah dilakukan, atau 

pun tidak,” bila ini telah jelas dilakukan maka hakim tinggal mengambil 

hukuman yang telah tersedia untuk itu. 

Sejalan dengan ketentuan hudud seperti dikemukakan di atas, yaitu 

tentang “mengkonsumsi alkhohol” (minuman keras) dan sejenisnya, 

dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali. 

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Ali tentang kisah 

al-Walid ibn `Uqbah, bahwa Usman ibn `Affan telah menyuruh Ali untuk 

menerapkan hukum cambuk terhadap Walid ibn `Uqbah karena dia 

meminum khamar, untuk hal ini Ali meminta Abdullah ibn Ja`far untuk 

melakukan penyambukan, lalu dia melakukannya, maka pada saat sudah 

genap empat puluh kali cambukan dia pun berkata, sudah cukup, dan 

menambah ucapannya lagi, Rasul melakukan cambukan pada orang 

meminum khamar sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar juga 

melaksanakan demikian, …
50

 

b. Ta`zir (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk 

menentukannya).
51

 

Ta`zir adalah Hukuman pendidikan yang diberikan bagi orang yang 

melakukan tindak pidana, namun Tuhan (syari`at) tidak menentukan 

bentuk dan jumlah hukumannya. 
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 Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman 

dalam kasus ta`zir ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk 

menentukan apa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku, dan 

bagaimana cara pelaksanaannya. Dengan demikian, kejelian hakim untuk 

menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bahwa hukum ta`zir tersebut 

telah dijabarkan ke dalam lima bentuk, sebagai berikut;  

1) Hukum Cambuk;   

2) Hukum Denda;  

3) Hukum Penjara;  

4) Hukuman Administratif;  

5) Hukuman kumulasi dari hal tersebut di atas;  

6) Hukuman berpilih dari hal tersebut di atas, berpegang teguh kepada 

ajaran yang tertuang dalam kitab suci al-Qur’an merupakan ciri seorang 

muslim. Artinya, dalam sebuah perilakunya ia harus tuliskan dengan syariat 

atau aturan yang datang dari Allah SWT, seperti digambarkan dalam al-

Qur’an surat al-A’araf ayat 170 sebagai berikut: 

لٰىجََۗ اًِ ا لََ ًضُِيْعُ اجَْزَ الْوُصْلحِِيْيَ  كُىْىَ تاِلْكِتٰةِ وَاقَاَهُىا الص   وَال ذِيْيَ يوَُسِّ

Artinya : “Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-Kitab 

(Taurat) serta mendirikan shalat (akan diberi pahala) karena 

sesungguhnya kami tidak menyia-yiakan pahala orang.”
52
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E. Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan 

dengan cara mengamati penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya: 

1. Muhammad Zaki, NIM 10324022517, jurusan Jinayah Siyasah fakultas 

Syari`ah dan Ilmu Hukum Universitas Syarif Kasim 2010 dengan judul 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 

tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari 

Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat). Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan mengklasifikasikan data 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 

tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari 

Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat).
53

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan fokus 

permasalahan tentang minuman keras. Sementara itu perbedaan dapat dilihat 

dari objek penelitian yang dilakukan penulis dengan objek penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Zaki. Objek penelitian yang penulis lakukan 

adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras 

oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan 

oleh Muhammad Zaki adalah peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 
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Tentang Penyakit Masyarakat larangan Judi dan minuman keras di 

Kabupaten Natuna (Study Khusus di Kecamatan Bunguran Barat). 

2. Noorhidayah, NIM 1402110438, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah 

Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul Efektivitas 

Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 terhadap Pengendalian 

Peredaran Minuman Keras di Kota Palangkaraya.
54

  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan fokus 

permasalahan kepada peredaran minuman keras. Sedangkan perbedaan 

dapat dilihat dari objek penelitian yang dilakukan penulis dengan objek 

penelitian yang dilakukan oleh Noorhidayah. Objek penelitian yang penulis 

lakukan adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman 

Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Sedangkan objek penelitian yang 

dilakukan oleh Noorhidayah adalah Peraturan Daerah No.23 Tahun 2014 

yang kaitannya terhadap sejauh mana efektivitas Perda tersebut berdampak 

terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. 

Selain itu kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada lokasi 

penelitian  sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil 

penelitian yang dilakukan. 
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3. Muhammad Ilmar, NIM B11109106, Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, 

Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul Efektifitas Pengawasan 

dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013.
55

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan permasalahan 

mengenai peredaran minuman keras. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari objek penelitian 

yang dilakukan penulis dengan objek penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Ilmar. Objek yang penulis lakukan adalah Bagaimana 

Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian 

Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2006. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Ilmar adalah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap 

Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.  

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari lokasi tempat penelitian penulis 

dengan lokasi tempat penelitian Muhammad Ilmar. Penulis melakukan 

penelitian di Kepolisian Sektor Tampan Kecamatan Tuah Madani Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan Muhammad Ilmar melakukan 

penelitian di Kantor Walikota Palopo, Kantor Dinas Perindustrian dan 

perdagangan Kota Palopo, Kantor Kepolisian Resort Kota Palopo, dan 

Kantor Satuan Pamong Praja Kota Palopo.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang 

terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis 

maupun teoritis. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian 

dilakukan dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “Terencana” karena  

penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan 

aksesibilitas terhadap tempat dan data.
56

 

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk 

pengumpulan data, analisis dan memberikan interprestasi yang terkait dengan 

tujuan penelitian.
57

 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

Penulis mencari data secara langsung pada lokasi penelitian kemudian hasil 

yang didapat dari penelitian ini diajukan sebagai data utama atau data 

primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu 

menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang 

diperoleh kemudian di analisa. Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Sektor 

Tampan Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
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2. Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini bersifat lapangan yang dilaksanakan  di Kepolisian 

Sektor Tampan Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Adapun alasan 

dipilihnya lokasi ini karena peneliti melihat masih adanya penjual minuman 

keras disembarang tempat diwilayah Kecamatan Tuah Madani serta lokasi 

juga lebih terjangkau oleh peneliti. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Kepolisian Sektor 

Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Bagaimana 

Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian 

Sektor Tampan Kota Pekanbaru. 

4. Sumber Data 

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu 

sumber data primer dan sekunder. 

a) Data Primer : yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung 

kepada Aparat Kepolisian di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru. 

b) Data Sekunder : yaitu data pelengkap yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap buku-buku 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

c) Data Tersier : yaitu data yang diambil dari pihak lain yang mengetahui 

masalah yang akan diteliti. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

seperti observasi, wawancara,dan dokumentasi. Disamping perlu 

menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan 

alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik operasional dan 

alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang 

objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

a) Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan.
58

 Metode observasi dilakukan 

oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang 

objek yang diamati, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan observasi 

di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru. 

b) Wawancara dalam bentuk interview 

Wawancara adalah suatu proses interaksi tanya jawab kepada 

responden untuk mendapatkan informasi yang ingin dicapai.
59

 Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan bersama dengan Bapak Ipda 

Syafriwandi selaku Kasi Hubungan Masyarakat, Bapak AKP Aspikar 

SH selaku Kanit Reserse Kriminal, dan Ibu Nurhasanah selaku 

Administrasi Reskrim di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru. 
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c) Dokumentasi  

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara mempelajari 

dokumen atau berkas-berkas pada instansi dan pihak-pihak terkait di 

Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru sebagai bahan penelitian 

sehingga data itu diperoleh sebagai masukan pembahasan penelitian ini. 

6. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
60

 Sampel 

adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. 

Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam penegakan 

peredaran minuman keras di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. 

Sampelnya adalah Kanit Reskrim, Kasi Humas, dan Administrasi Reskrim di 

Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, karena jumlah populasi yang 

relatif sedikit penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel dengan 

teknik total sampling 
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Tabel III. 1 

Populasi dan Sampel 

No. Sampel Populasi Sampel Persentase 

1 

Kasi Hubungan 

Masyarakat 

1 1 100% 

2 Kanit Reserse Kriminal 1 1 100% 

3 

Administrasi Reserse 

Kriminal 

1 1 100% 

 Jumlah 3 3 100% 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2022 

7. Teknik Analisa Data 

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah deskriptif 

kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data 

tersebut kemudian diuraikan antara yang satu dengan yang lainnya 

dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang 

utuh tentang masalah yang diteliti. 

8. Teknik Penulisan 

Setelah data-data diperoleh dan dianalisa kemudian di susun dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

a) Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian 

dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. 
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b) Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan 

secara umum.  

c) Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang di 

bahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga 

dapat ditarik kesimpulan. 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Kepolisian Sektor Tampan kota Pekanbaru 

 Kepolisian Sektor Tampan berdiri pada tahun 1998 bertepatan di Jl. 

HR. Subrantas Kota Pekanbaru. Diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi 

Drs. Roesmanhadi, SH pada tanggal 02 November 1998, dan yang 

menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Tampan yang pertama adalah 

AKBP Drs. M. Natsir Achmad. Polsekta Tampan pada saat itu 

membawahi 6 Kepolisian Sektor antara lain: 

(a) Polsekta Pekanbaru Kota  

(b) Polsekta Senapelan  

(c) Polsekta Limapuluh  

(d) Polsekta Rumbai Pesisir  

(e) Polsekta Tampan  

(f) Polsekta Bukit Raya  

 

Pada tanggal 03 Desember 2003 sesuai dengan keputusan Kapolri 

No. Pol: KEP/90/XII/2003, Polsekta Tampan yang dijabat oleh AKBP Drs. 
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Muhammad Jupri dengan membawahi 3 Kepolisian Sektor Definitif dan 4 

Kepolisian Sektor persiapan antara lain:  

a. Kepolisian Sektor Definitif: 

1. Polsekta Pekanbaru Kota  

2. Polsekta Senapelan  

3. Polsekta Limapuluh 

b. Kepolisan Sektor Persiapan  

1. Polsekta Pekanbaru Kota  

2. Polsekta Sukajadi  

3. Polsekta Tampan  

4. Polsekta Bukit Raya 

Pada tahun 2005 sesuai Skep Kapolda Riau No. Pol: 

SKEP/206/IX/2005 tanggal 28 September 2005, 4 Kepolisian Sektor 

Persiapan dalam jajaran Kepolisian Sektor Pekanbaru berubah menjadi 

Kepolisian Sektor Definitif. Pada saat itu Polres Pekanbaru membawahi 11 

Kepolisan Sektor Definitif antara lain:  

1) Polsekta  Polsekta Pekanbaru Kota  

2) Polsekta Senapelan  

3) Polsekta  Limapuluh  

4) Polsekta  Rumbai Pesisir  

5) Polsekta  Tampan  

6) Polsekta  Bukit Raya  

7) Polsekta  Sukajadi  
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8) Polsekta  Tenayan Raya  

9) Polsekta SKP  

10) Polsekta Rumbai  

11) Polsekta Payung Sekaki   

Pada tahun 2007, sesuai dengan Skep Kapolda Riau No. Pol: 

SKEP/226/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 Pos Pol Buru menjadi 

Kepolisian Sektor Persiapan Buru. Saat ini Kepolisian Sektor 2010 sesuai 

dengan keputusan Kapolda Pekanbaru Nomor: KEP/418/XII/2010 tanggal 

30 Desember 2010 menetapkan Tipologi Kepolisian Sektor dalam jajaran 

Pekanbaru. 

2. Visi dan Misi Polsekta Tampan.  

a. Visi  

Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan menjaga 

situasi kantibmas yang kondusif dengan mengedepankan tugas 

Preemtif, Preventif, Represif dan penegakan hukum secara proporsional 

dan professional serta aktualisasi Polmas dan Implementasi Quick 

Wins.  

b. Misi   

1) Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Quick Wins, 

mengurangi pengaduan masyarakat.  

2) Meningkatkan kerjasama masyarakat, timbulkan partisipasi dan 

peranan masyarakat, melalui perpolisian masyarakat (polmas).   
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3) Meningkatkan keterampilan anggota agar profesional dalam 

pelaksanaan tugas.  

4) Meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun kepedulian dan 

keihklasan dalam tugas guna menciptakan situasi kamtibmas aman 

dan tertib. 

3. Fungsi dan Peranan Kepolisian 

a. Fungsi Kepolisian  

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara 

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  

b. Peranan Kepolisian  

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara 

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta member perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 

negeri. 

4. Kewenangan Kepolisian  

a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.  

b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

menganggu ketertiban umum.  

c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.  

d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam. Persatuan dan kesatuan bangsa.  
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e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian.  

f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan.  

g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.  

h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.  

i) Mencari keterangan dan barang bukti.  

j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;  

k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat.  

l) Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

5. Tugas dan Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tampan 

a. Tugas Kepolisian Sektor 

1) Melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap ancaman kejahatan 

seperti kejahatan yang berdimensi baru, kejahatan yang 

menggunakan kekerasan, kejahatan pencurian dan semua jenis 

kejahatan yang dapat terdeteksi pihak kepolisian.  

2) Melaksanakan kegiatan preventif guna menangkal ganguan 

keamanan masyarakat melalui kegiatan kemitraan antara polisi dan 

masyarakat. 
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3) Meningkatkan kegiatan preventif dalam hal mencegah terjadinya 

kejahatan dan pelanggaran, memberikan rasa aman terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.  

4) Meningkatkan pencegahan represif dalam rangka penegakan hokum 

dan menindak tegas kepada setiap pelaku kejahatan.  

5) Mempersiapkan sebuah tindakan apabila kejahatan meresahkan 

masyarakat dan mengancam keamanan lingkungan.  

6) Mempersiapkan personil dan perlengkapan dalam melakukan patrol. 

7) Melakukan pengamanan setiap ada kegiatan yang dilakukan 

masyarakat guna menghindari ancaman kejahatan. 
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b.  Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tampan 

Struktur Organisasi
61
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di bab sebelumnya, maka dalam bab ini 

penulis akan menarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan: 

1. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras 

disembarang tempat di Kecamatan Tuah Madani berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006, kepolisian melakukan 

beberapa hal yaitu, melakukan penangkapan atau razia, penyitaan barang 

bukti dan pelaku diamankan, penjatuhan sanksi terhadap pelaku, dan 

pemusnahan barang bukti. 

2. Kepolisian Sektor Tampan mempunyai beberapa kendala yang mereka 

hadapi dalam melakukan penegakkan peredaran perdagangan minuman 

keras yaitu, adanya kebocoran informasi saat melakukan operasi atau razia, 

pemilik usaha yang tidak kooperatif, pelaku usaha mengacuhkan peraturan 

daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat. 

3. Para penegak hukum seperti kepolisian menurut perspektif siyasah 

dusturiyah tanfidziyah dinilai sudah melaksanakan tugas untuk 

menegakkan serta mengawasi adanya peredaran minuman keras di tengah 

masyarakat. Meskipun telah melaksanakan tugasnya namun belum 

maksimal ditandai dengan adanya oknum yang masih berani menjual 

minuman keras disembarang tempat.  
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B. Saran 

1. Petugas kepolisian sebaiknya  melakukan razia atau operasi secara spontan 

agar kebocoran informasi akan dilakukannya razia tidak menyebar terlebih 

dahulu ke masyarakat sehingga oknum-oknum nakal yang melakukan tindak 

pidana peredaran minuman keras atau alkohol tidak dapat menghilangkan 

bukti. 

2. Sebagai pihak masyarakat sebaiknya ikut berkontribusi atau bekerjasama 

untuk membantu petugas kepolisian dalam menanggulangi peredaran 

minuman keras. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 Untuk pihak Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru: 

1. Apa bentukan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tampan 

dalam menanggulangi peredraan minuman keras di sembarang tempat? 

2. Kapan saja waktu pelaksanaan razia oleh Kepolisian Sektor Tampan? 

3. Dimana tempat yang sering terjaring razia? 

4. Apa tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tampan jika 

mendapati anak dibawah umur terjaring razia? 

5. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan minuman keras? 
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